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 Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang mana pasca amandemen 

UUD 1945 memiliki substansi diantaranya yaitu; mengurangi kekuasaan presiden 

serta menambah dan mempertegas kekuasaan parlemen yang kemudian 

memunculkan sebuah sistem kepartaian di dalam negara demokrasi. Di samping 

itu, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem presidensial. Hal 

ini mejadi sebuah problem dalam hal menentukan persentase threshold pada 

parliamentary threshold dan presidential threshold, yang mana demokrasi 

menginginkan persentase threshold serendah mungkin, sedangkan sistem 

presidensial menginginkan persentase threshold tinggi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara untuk mengoptimalkan 

hubungan parliamentary threshold dan presidential threshold dalam politik hukum 

agar dapat menemukan persentase yang tepat di sebuah negara demokrasi yang 

juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yakni hukum normatif dengan bahan 

hukum memakai bahan hukum Primer yakni Undang-Undang NRI Nomor 7 

Tahun 2017 serta bahan hukum Sekunder, dan tersier lainnya. Metode yang 

digunakan ialah deskriptif analitis dengan teknik mengumpulkan bahan hukum 

dan literatur yang kemudian ditelaah. 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan persentase parliamentary 

threshold 4% (empat persen) dan presidensial threshold 20%-25% (dua puluh 

sampai dua puluh lima persen) di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu tidak signifikan memperkuat sistem pemerintahan Presidensial sebagai 

sistem primer dan demokrasi sebagai kontrol sistem, karena persentase 

parliamentary threshold 4% (empat persen) dan presidensial threshold 20%-25% 

(dua puluh sampai dua puluh lima persen) masih tidak bisa menekan jumlah partai 

politik yang duduk di parlemen, dan hasilnya partai politik yang duduk di 

parlemen di periode 2019-2024 berjumlam 9 (Sembilan partai), walaupun 9 

(Sembilan) partai politik dipaksa untuk berkoalisi sehingga menciptakan  

multipartai sederhana tetap saja tidak signifikan memberikan dampak untuk 

memperkuat sistem presidensial dan demokrasi secara substansi, dikaji dari teori 

maupun pengalaman pemilu yang lalu.  

 


